BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penyelenggaraan lelang yang dilakukan secara konvensional telah
mengalami peralihan hampir 100% menjadi penyelenggaraan lelang yang
tidak dihadiri secara fisik di tempat pelaksanaan lelang atau disebut E-
Lelang, hadir dalam rangka memanfaatkan teknologi yang berkembang
dengan pesat di era globalisasi saat ini. E-Lelang memiliki dampak yang
lebih efektif dan efisien, sehingga dapat membantu KPKNL dalam
mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
lelang. Pelaksanaan E-lelang memberikan keunggulan dalam efektivitas,
efisiensi, ekonomis dan mengurangi risiko adanya konflik antara peserta
lelang. Mekanisme penyelenggaraan E-lelang pada KPKNL sudah sesuai
berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang. Mekanisme E-Lelang dilakukan dengan menggunakan website

resmi pada platform www.lelang.go.id, dimulai dari permohonan lelang

secara online dan pelaksaaan E-Lelang dapat dilakukan dengan dua cara
penawaran sesuai dengan permintaan pemohon lelang yaitu dengan
penawaran tertutup (close biding) dan penawaran terbuka (open biding).

Kepastian Hukum ditandai dengan diterbitkan Risalah Lelang yang dapat


http://www.lelang.go.id/

digunakan sebagai bukti otentik untuk pertanggungjawaban terhadap barang
yang membutuhkan dokumen kepemilikan untuk setiap pelaksanaan E-
lelang. Risalah lelang menjadi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan
E-lelang. Adanya uang jaminan dan pengembalian jaminan memberikan
suatu keamanan dan kenyaman bagi para peserta lelang, serta membuat
penyelenggaraan E-lelang menjadi lebih adil dan kondusif.

2. Kendala dalam penyelenggaraan E-lelang disebabkan oleh beberapa faktor
internal dan faktor eksternal. Hal tersebut terkait dengan sistem lelang,
penyelenggara lelang dan peraturan lelang, serta kendala yang berasal dari
para peserta dan pemohon lelang. PMK Nomor 213/PMK.06/2020
merupakan suatu upaya untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dalam
mencapai penyelenggaraan lelang secara lebih efektif dan efisien, serta
akuntabel dan transparan. Selain itu, dapat mewujdukan suatu lelang secara
modern dan menjamin suatu kepastian hukum dengan melakukan suatu
pengawasan - yang memadai sehingga penyelenggaraan lelang yang

demikian dapat terwujud.

B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan

adalah :
1. Pejabat Lelang diharapkan lebih proaktif dan mematuhi batas waktu

dikeluarkannya Penetapan Lelang agar pelaksanaan lelang online di



KPKNL bisa tertib dan terlaksana dengan lancar. Perlu adanya tambahan
beberapa fitur tambahan khusus untuk menunjang peningkatan performa

penyelenggaraan E-lelang pada platform www.lelang.go.id. Masih

diperlukannya dasar hukum peraturan yang jelas dan lebih signifikan
mengatur terkait tentang lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta
lelang di tempat pelaksanaan lelang (E-Lelang). Regulasi yang secara tegas
mengenai penyelenggaran E-lelang yang lebih signifikan guna untuk
menjamin perlindungan hukum. Perlu adanya tambahan beberapa fitur
tambahan khusus untun menunjang peningkatan performa penyelenggaraan
E-lelang pada platform www.lelang.go.id.

. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur yang mendukung
pelaksanaan lelang online di seluruh KPKNL agar lelang online dapat
dilaksanakan di seluruh Indonesia. KPKNL diharapkan mampu menambah
SDM untuk mengimbangi jumlah permohonan lelang yang masuk, juga
meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kelancaran dalam
proses pelaksanaan E-lelang. Adanya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut
mengenai mekanisme penyelenggaraan E-lelang. Agar masyarakat mampu

memahami dan memiliki minat terhadap E-lelang.


http://www.lelang.go.id/
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